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Hal - Imbauan Tidak Memasang Alat Peraga Sosialisasi yang menyerupai Alat

Yth.

Peraga Kampanye

Ketua Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024

di-

Takalar

Dalam rangka tertib pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024,

disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1.

Kampanye Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk
oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi,
program dan/atau citra diri Peserta Pemilu yang merupakan bagian dari pendidikan
politik masyarakat dan dilaksanakan secara bertanggung jawab, sebagaimana
diatur dalam Pasal 267 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum, Juncto Pasal 1 angka 18 Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.
Berdasarkan Pasal 71 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023
tentang Kampanye Pemilihan Umum, mengatur bahwa Alat Peraga Kampanye
Pemilu dilarang dipasang pada tempat umum sebagai berikut:
a. tempat ibadah;
b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
c. tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau
perguruan tinggi;
d. gedung milik pemerintah;
e. fasilitas tertentu milik pemerintah;dan
f. fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum
Berdasarkan Pasal 79 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023
bahwa:
(1) Partai Politik Peserta Pemilu dapat melakukan sosialisasi dan pendidikan politik
di internal Partai Politik Peserta Pemilu sebelum masa Kampanye Pemilu.
(2) Sosialisasi dan pendikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan metode:
a. Pemasangan bendera Partai Politik Peserta Pemilu dan nomor urutnya; dan
b. Pertemuan terbatas, dengan memberitahukan secara tertulis kepada KPU,
KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya dan Bawaslu,
Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai tingkatnya paling
lambat 1 (satu) Hari sebelum kegiatan dilaksanakan.



{3) Dalam hal pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan pendidikan politik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) Partai Politik Peserta Pemilu dilarang memuat unsur
ajakan.

(4) Dalam hal sosialisasi dan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) Partai Politik Peserta Pemilu dilarang mengungkapkan citra diri, identitas,
ciri-cii  khusus atau karakteristik Partai Politik Peserta Pemilu dengan
menggunakan metode:

a. Penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum;

b. Pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu di tempat umum; atau

c. Media sosial,

Yang memuat tanda gambar dan nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu di luar
masa Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1).

4. Bahwa mengingat adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Rl Nomor : 65/PUU-
XX1/2023, tertanggal 15 Agustus 2023, menjatuhkan putusan dalam perkara
Pengujian Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik indonesia Tahun 1945, yang
pada pokoknya memberikan Amar Putusan sebagai berikut :

(1) Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;

(2) Menyatakan penjelasan pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-undang Republik
Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 dan Tambzahan Lembaran Negara
Republik Indonesta Nomor 6109) sepanjang frasa “Fasiltas pemerinfah, tempat
ibadah, dan tempat pendidikan dapat digunakan jika peserta pemilu hadir tanpa
atribut kampanye pemilu atas undangan dari pihak penanggung jawab fasilitas
pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan” bertentangan dengan
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat;

(3)Menyatakan Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-undang Republik Indonesia
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik
indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara
Repubiik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat
sepanjang tidak dimaknai “mengecualikan fasilitas pemerintah dan tempat
pendidikan sepanjang mendapat izin dari penanggung jawab tempat dimaksud
dan hadir tanpa atribut kampanye pemilu”, sehingga Pasal 280 ayat (1) huruf h
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum selengkapnya berbunyi, “menggunakan fasilitas pemerintah, tempat
ibadah, dan tempat pendidikan, kecuali untuk fasilitas pemerintah dan tempat
pendidikan sepanjang mendapat izin dari penannggung jawab tempat dimaksud
dan hadir tanpa atribut kampanye pemilu”.
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(4)Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia
sebagaimana mestinya.

5. Bahwa terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor
65/PUU-XX1/2023, tertanggal 15 agustus 2023 yang pada pokoknya menyatakan,
Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun
2017 tentang Pemilihan Umum, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum
mengikat, sehingga berbunyi: “menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah,
dan tempat pendidikan, kecuali untuk fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan
sepanjang mendapat izin dari penanggung jawab tempat dimaksud dan hadir tanpa
atribut kampanye pemilu”.

6. Untuk menjaga ketertiban penyelenggaraan Tahapan Pemilu Tahun 2024, maka
Bawaslu Kabupaten Takalar menghimbau kepada Partai Politik se-Kabupaten
Takalar atau Kelompok Masyarakat Kabupaten Takalar agar tidak memasang
Bendera Partai Politik, Baliho dan Alat Peraga Sosialisasi yang menyerupai Alat
Peraga Kampanye pada tempat umum sebagaimana angka 2, dan angka 3
termasuk fasilitas milik TNI/Polri dan BUMN/BUMD, selama masa sebelum
Kampanye, dan masa Kampanye maupun masa setelah Kampanye dengan
memperhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi Rl Nomor : 865/PUU-XX1/2023
sebagaimana angka 5 diatas.

Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti, atas perhatian dan

kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Tembusan:
1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar, sebagai laporan.
2. Arsip.
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